SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR #F TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa sebagai pclaksansan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraluran Daerah Kabupaten Situbondo Normaor

3 Tahun 2008 tentang Susunan Oreganisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Situbondo, perlu mengatur Uratan Tugas dan

Fungsi Dinas Perindusirian, Perdagangan Dan Encrgi Sumber

Daya Mineral Kabupalen Siubonde yang  pelaksanaannya

ditetapkan dengan Peraluran Bupatl.

1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1930 Tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jaws Timur (Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Normor 19 Tahun 1950, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomer 19) schagaimana ielah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 1965 [Lembaran Negara
Republik  Indonesi Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27300,

2, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 lentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
F19:3);

3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun

1982 Nomor 7, Tambehan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 3214);
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Undang-Undang Nomor @ Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19495 tenlang
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3a611):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komedili (Lembaran Negara Republik Tndonesia
Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3720} sebagaimana telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 19497
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahuan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan  Persaingan Usaha Tidak #ehat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomeor 33,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor
3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
MNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2001 tentang Minvak dan
(Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 136, Tambahan Lembuaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negard {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4327);

Undang-Undang  Nomaor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  MNegara  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4377

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 teniang Perubshan Kedua
Mas  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Normor 4844;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang  Nomor 04  Tahun 2007  tentang
Penangeulangan Bencana  [Lembaran  Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4723);

Undang-Undang MNomor 30 Tahun 2007 (enlang Energi
(Lembaran Negara Kepublik Indoncsia Tahun 2007 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47 463

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserosn
Terbatas [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 4756);

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mincral dan Batu Bara (Lembaran Nepara Repuhlik Indenesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2009  lentang
Ketenagalistnkan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 200% Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 1entang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o492},

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang Aparatur Sipil
Negara |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 45, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Mormor 5494);
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Undang-Undang Nomor 7 Tabun 2014 tentang Perdagangsan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia  Nomor
512,

25. Peraturan  Pemerintah MNomor 28 Tahun 972 tentang

Perubshan Nama dan  Pemindahan Tempat  Kedudukan
Pemerintahan Daerah Kabupaten  Panarokan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 1972 Nomar 35|

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 19%5 tentang Tan
Usaha Indusori (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 MNomor 25, Tambshan Lembaran Nogara Republik
Indonesia Nomor 33%96);

Peraturan Pemerntah Nomaor 16 Tahun 1997 lentang Waralaba
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1997 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 268%);
Peraiuran  Pemerintah Nomor 1000 Tahun 2000 tentang
Penpangkatan Pegewai Negeri Sipil Dalam Jabatan Strukiural
(Lembmran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
schagaimana telah diubah dengan Peraluran Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tenlang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah
Momor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawal Neogen
Sipil Dalam Jabalan Strukiursl (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Nogars
Republik Indonesia Nomor < [94):

Peramuran Pemmerintah Nomor @ Tahun 2003 (entang Wowenang
Penganglatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawa Megeri
Sipil {Lembaran Negara Republil ndonesia Tahun 2003 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 4263
sebagaimanz telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomnor 63
Tahnin 2006 rerang Perubahan Mas Peraturan Pemerntah Nomor
Tuhun 2003 (eniang Wewenang Pengangkatan, Pemundahan, dan
Pemberhentinn Pegaowsd Mepen Sipll (Lembaran Negam Repubhk
Indonesia Tabun 2000 Nomaor 18

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tenlang Keglatan

Usaha Hulu Minyalk dan Gas Bumi (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tuhun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Megara
Republik Tndonesia Momor 4435) sebagaimana Lelah clivtbah
denpan Peraturan Pemerintsh Nomor 55 Tahun 2002 (entang
Perubahan Kedua Atas Peraluran Pemeriniah Nomor 35 Tabun
004 Tentang Kegiatan Usahba Hulu Minyak dan Gas B
(Lembaran Negard Repubilik Indonesin Tahun 20009 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Megara Repohlik [ndonesia Nomor S047);

Peraturan  Pemerntah Nomore 360 Tahun 2004 lentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndanesia Nomor 14386)
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scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 320 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraluran
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hilir Minvak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nemor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
[ndoncsia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4594);

Peraturan Pemecrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemermtahan  Antara Pemennlah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 89, Tambahan Lembaran Negarmm  Republik
Indonesia Nomor 4741) ]

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007  tentang
Kegiatan Usaha Panas Bumi [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintabh Nomor 70 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi {Lembaran
Megara  Republik  Indonesia Tahun 2010 MNomor 121,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
5163);

Peraturan Pemerintsh  Nomor 42 Tahun 2008  lentang
Pengelolaan Sumber Dava Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Indusiri (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009  tenlang
Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 MNomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5083);
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40. Peraturan Pemeriniah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
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Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndenesia Nomor 5110);

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran NWegara Republik Indonesia
Nomor 5111} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemernntah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanasn Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara [Lembaran Negara Eepublilt Indonesia Tahun 2012
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor: 5282}

Peraturan  Pomernntah Nomor 553 Tahun 2010 teéentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

Peraturan  Pemerintabh Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5172},

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012  lentang
Kegiatan Usaha Penvediaan Tenaga Lasink [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha
Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kevuangan Daerah schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemoenniah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Peranghkat
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dialam Negeri Nomor 36 Tahun 2010,
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49, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
THM-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern,

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah:

al. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008
lentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor
02);

22, Peraluran Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun
2013 tentang  Pembentmukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Situbondo;

23, Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomeor 3 Tahun 2014
tentang  Perubahan Atas  Peraturan Daerah  kabupaten
Stlubondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kera Dinas Daerah Kabupaten Situbondo
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbeondo Tahun 2014 Nomor
L&),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SITUBONDO

BARB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat: im yvang dimaksud dengan :

1.  Dacrah adalah Kabupaten Situbondao.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Pemerintah  Kabupaten
Situbondo.

4. Bupatl adalah Bupat Situbondo,

4. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya discbut
DPRD adalah Dewan Perwaldlan Eakvat Dacrah Kabupatcen
Situbondo.

5. Sekreltaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Sittubonda,

&, Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan urusan
pemerintahan  oleh  pemerintahan daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip olonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
MNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,
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Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral wang selanjutnva disebut Dinas adalah  Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Dava
Mineral Kabupaten Situbondo.

kepala Dinas adalah  Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten
Situbonda,

Pasar adalah arca tempat jual beli barang dengan jumiah
penjual lebih dari satu baik vang disebul sebagai Pusai
Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa,
Pusat Perdagangan maupun schutan lainnya,

Pasar Tradisional adalah pasar vang dibangun dan dikelola
olch Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha
Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasulk
kerjasama  dengan swasta dengan tempat usaha berupa
Toko, Kios, Los dan Tendsa yang dimiliki/dikelola oleh
pedagang  kecil, menengah, swadava masvarakat atau
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses
Jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pusal Ferbelanjaan adalah suatu area lertentu vang terdiri
dari satu atau beberapa bangunan vang didirikan secara
vertical maupun horizontal, vang dijual atau disewakan
kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan
kematan perdagangan harang,

Toko Modern adalah toke dengan sistem pelayanan mandiri,
menjual berbagai jenis barang secara eceran yvang berbentuk
minimarket, supermarkel, departement store, hypermarket
ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD,
adalah unsur pelaksana operasional Dinas,

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Dayva
Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
dibidang Perindusirian, Perdagangan dan Energi Sumber
Dava Mineral.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mincral dipimpin aleh Kepala Dinas vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupali melalui Selretaris Daerah.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral dalam melaksanakan rtugasnya dibidang teknis
administratil dibina dan dikoordinasikan oleh Sckretaris
Daerah.
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Pasal 3

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energli Sumber Daya
Mineral  mempunyai  tugas  membantu Bupati  dalam
melaksanakan kewenangan dibidang Perindusirian, Perdagangan
dan Energi Sumber Dava Mineral.

Pazal 4

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mincral menyelenggarakan fungsi -

d. perumusan  kebijakan teknis thbidang  perindusirian,
perdagangan dan energi sumber dava mineral;

b. penyusunan program dibidang perindustrian, perdagangan
dat energl sumber dayva mineral:

¢. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain
dibidang perindustrian, perdagangan dan encrgl sumber dava
mineral;

d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan dan
energl sumber days mineral:

e. pemiinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam
lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Encrgi
sumber Dava Mineral;

{. pengataran, pembinaan, pengawasan, pengelolaan,
pembangunan dan pemeliharaan pasar;

#. pengelolaan urusan ketalausahaan:

h. pelaporan hasil pelaksanasn tugas; dan

1. pelaksanann tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh Bupati
sesual dengan tugas dan fungsinva,

BAE III
ORGANISASI
Pasal S5

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Encrgi
Sumber Daya Mineral Kabupaten Situbondo terdiri dari -
a. Kepala Dinas.
b, Bekretariat, membawahi ;
l. Sub Bagian Umum :
2. Bub Bagian Keuangan ; dan
3. Bub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
c. Bidang Perindustrian membawahi :
1. Secksi Bina Sarana Prasarana Industr ; dan
2. Seksi Bina Usaha Industri.
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d. Bidang Encrgl dan Sumber Dava Mineral, membawahi -
1. Beksi Pertambangan Umum, dan Air Tanah ; dan
2, Beksi Energi, Ketenagalistrikan, Migas dan Geologi.
€. Hidang Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Bina Usaha Perdagangan
2. Beksi Promesi dan Distribusi ; dan
3. Beksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian.
. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
g Kelompok Jabatan Fungsional,

Paszal 6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin
oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yvang
masing-masing berada dibawah dan bertanggung  jawab
kepada Kepala Dinas,

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian vang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sckretaris,

{3 Masing-masing Seksi schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dipimpin  olch Kepala  Selsi vang betada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang,

BAE IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
KEEPALA DINAS
Pasal 7

Repala  Dinas  mempunyai  tugas memimpin, melakukan
koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggarasn kegiatan di
bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya
Mineral.

Bagian Kedua
SEEKRETARIAT
Pasal 8B

Sekrelariat mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengkeoordinasian,  penyvusunan  program  dan pelaksanaan
evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan
tugas pelayanan administratil kepada seluruh satuan organisasi
dalam lingkungan Dinas,
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Pazal 9

Dalam mefaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Sekretarial menyelenggarakan fungsi ¢

.

b,

(1)

1<)

pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah
tangea dinas, dan administrasi di lingleunpgan Dinas;
penyusunan rencans kegiatan tahunan Dinas:
penghkoardinasian penyusunan program dan penyelenggaraan
lugas-tugas bidang secara terpadu;

penylapan bahan evaluasi tugas—tugas bidang secara terpadu:
pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan urusan umum;

pelaksanaan urusan kepegawaian;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 10

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
hurul' b angka 1, mempunvai tugas melaksanakan
kelatausahaan dan rata usaha kepegawaian,

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
avat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi

=
b

pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
pelaksanaan  pengadasn kebutubhan barang dan
pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan
perbekalan lain;

pelaksanaan urusan surat-rmenyurat;

pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan:

pembuatan laporan inventarisasi barang (asct) Dinas:
penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas vang melipuli
pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut
Kepangkatan, mempersiapkan  usulan-usulan  yang
menyangkul kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
mutasi pegawal, pengangkatan dan  pemberhentian
pegawal;

penvelenpggaraan kesejahteraan pegawai;

penyusunan Laporan Kepegawsian;

pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris:

tlan
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pelaksanasn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sckretaris sesuai dengan tugas dan fungsinva.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 11

(1) Sub Bagian Keuanpan schagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huraf b angka 2, mempunvai tlugas melaksanakan
merencanakan dan melaksanakan adminisirasi keuangan,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
avat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi ;

(2}

(1]

2]

i

[3.
c.

=

penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran
serta dokumen pelaksanaan anpggaran;

penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi
pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja
dinas serta pembavaran paji peeawai;

penyiapan laporan pertanggungiawaban keuangan Dinas;
pengurusan penyelosalan tuntutan ganti rugi dan biaya
mengeluaran Dinas;

pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan:
pelaksanaan ketatausahaan;

pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnva kepada
Sekretaris; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesual dengan fugas dan fungsinya,

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Bub  Bagian  Perencanaan, Evaluasi  dan Pelaporan

sebagmmana dimaksud dalam Pasal

5 hurul b angka 3,

mempunyal  tugas  merencanskan  dan  melaksanakan
administrasi perencanaan, valuasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagsimana dimaksud pada
aval (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi :

A

'

penyusunan Rencana Strategis [Renstra) dan Rencana
Kerja [Renja) Dinas;

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanasn  Anggaran (DPA) Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan Dinas;

penyusunan Budava Kerja Dinas;

penyusunan Laporan Akuntabalitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas;

\ oy
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£, penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
penyelenggaraan sistem pengendalian intern Dinas:

g penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Duerah (LPPD):

h. pelaksanaan ketatausahaan;

L. pelaporan hasil pelaksanaan lugasnva kepada Sekretaris:
dan

J-  pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bagian Ketiga
BIDANG PERINDUSTRIAN
Pasal 13

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membaniu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Energi Bumber Dava Mineral dibidang perindustrian,

Pa=al 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimansa dimaksud dalam Pasal

13, Bidang Perindusirian menyelenggarakan fungsi ;

a#. penyusunan rencana kerja Bidang Industri mengacu pada
rencana strategis Dinas;

b, pelaksanaan usaha  industri, fasilitasi usaha industri,
perlindungan usaha industri, pemasaran, perencanaan dan
program industri, standarisasi teknologl industri, sumber
daya manusiz (SDM) pelaku indusiri, pengawasan mutu,
pencegahan peneemaran lingkungan  industri, kerjasama
industri, kelembagaan, sarana dan prasarana, pengawasan
informast indusin serta monitoring, evaluasi dan pelaporan ;

c. pelaksanaan perumussn bahan kebijakan teknis dalam
rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan perindustrian;

d. perumusan bahan kebijakan dan penyusunan pelunjuk

tcknis  dalam rangka  penyelenggaraan  pelavanan
pemberian/ penerhitan rekomendasi perijinan usaha bidang
mdustri;

e, pengawasan dan pengendalian sarana usaha produksi;

I penganalisisan iklim usaha produksi;

g penyusunan pelunjuk teknis dalam rengks peningkatan
kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;

h. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penvelenggaraan
bidang perindustrian;

1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnva

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

iy
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l. pelaksanasn lupas  kodinasan lain vang  dibernikan  oleh
kepala Dinas sesua dengan tugas dan fungsmya.

Paragraf 1
Seclksl Bina Sarana dan Prasarana Industri
Pasal 15

Seksi Bina Sarana dan Prasarsns Industri sebagaimana

—
—

P

dirnaksud Pasal 0 hwul ¢ angka | mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perincustran dibidang

Bina Sarana dan Prasarana Indusin.

(2] Dalam melalsanakan tugas sehagaimana dimaksud pada
ayval (1), Sekst Bina Sarana  dan Prasarana  Industr
mempunyvai fungsi -

M. pEnyUSUNAn  rencand  kerja seksi Bina Sarana dan
Prasarana mengacu pada rencana  strategis bidang
perindustrian;

b, pelaksanaan pemberian [asilitas usaha ndustri dalam

rangla pengembangan Industrl Keoll Menergah (TRM];

perumusan bahan penyvusunan Rencana Pembangunan

2

Jangka Panjang (RRIP) bidang perindustrian lingkup bina
sarana dan prasarana indusie

d. pelaksanaan penelitan, pengembangan dan penerapan
teknologi dibidang bins sarana dan prasarara indusoer;

. pelaksansan  fasililast pemanfaatan hasil penelitan dan
pengermbangan dibidang bina sarana dan prasarana incustrs

[, pelaksanaan [fasilitasi  dan  pengawasan  terhadap
penerapan standar bina sarana dan prasarana induost |

g, pelaksanaan pelavanan rekemendasi penizinan pendirian
dan pengembanpan sarana dan prasarsna perindustrian;

. pencrapan standar kompetensi industri dan aparaiur
indusiri hidang sarana dan prasarana,

i. pelaksanaan  pembinaan, pengawasan  sarana dan
prasarana idusirg

j. pelaksanaan lasilitast, kerjasama pengembDalgan Sarand
dan prasavana lndustr;

lk, pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatiban dibidang
sarand dan prasarana mnduste,

I penyusunan dan rekomendasi rencana tata rueng industr
dalam rangks  pengembangan  pusat-pusat mdusin . yang
terinteprasi serte koordinasi penyvediaan sarana dan prasurana
(julan, air, hstrile, teleporn, unit pengolahan mbah TRM

m. pengawasan  pclaksanaan  mgas desentralisasi  bidang
industrl dan  pelaksanoan  moniloring,  evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan pemerinahan dibidang
sarana dan prasarana industri;

n. pelaksanaan ketatausahaan;

Wy
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0. pelaporan hasit pelaksanaan tugasnyva kepada  Kepala
Bidang erinduslrian; dan

p. pelaksansan tugas kedinesan lain vang diberikan oleh
Kepals Bidang Perindustrian scsual dengan  lughs dan
funesinys,

Paragraf 2
Seksi Bina Usaha Industri
Pazal 16

(1) Scksi Bina Usaha Industri schagaimana dimaksud Pasal o
hurul ¢ angka 2 mempunyai tugas melalsanakan schagian
lupas Bidang Perindustrian dibidang bina usaha industri,

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sehagaimana dimelksud
pada ayat (1], Seksi Bina Usaha Indusin mempunyai fungsi:
4, perumusan bahan penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang [RPJP| dan jangka mencngah bidang
pembinaan usaha irduslr,
b, perumusan penyusunan rencana kerja lahunan bidang
perindustrian ngkup pembinasn usaha indusir;
¢, pelaksanaan penclitian, pengembangan dan  penerapan
reknologl dibidang pembinaan usaha mdusir;
d. pelaksananaan lasilitast pemanifaatan hasil penelitian dan
pengembangan dibidang pembinaan usaha induso;
¢ pelaksanaan pembinasn, pengawasan  usaba  industn
dalam rangks pencegaban pencemaran hingkungan;
pembinaan asosiasi useha industri;

g, pelaksanaan pemberian relkomendasi sertifikat halal bag
usaha ndusing

h. pembinaan kemasan produk usaha induso;

i, pengumpulan, analisis dan diseminasi data  usaha
induseri;

. pengawasan  pelaksanaan  lugas desentralisas  bidang
usaha industri don pelaksanaan  monlonng, evaluasl
gerta pelaporan pelaksanaan  uarusan pemecintaban
dibidang usaha mdusin;

k. polaksanaan  penyusunan bahan barmbingan telems
pembinaan dan pengembangan usaha industri,

. pembinaan dan pengembangan usaha industri kreatity

m. penghimpunan, nengevaluasi, diseminast dan pelaporan
datla usahu;

I, PEenyLSURaAaL laporan dan evaluasl kepiatan
penyelenggaraan Seksi Bina Usaha Industr

o, pelaksanaan kelalausahaan;

p. pelaporan hasil pelaksanaan  lugasnva kepada  Kepala
Bidang Perindustlrian; dan

L




Ta =




1t

. pelaksacaan tegas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Bidang Perindustrian sesual dengan tugas dan
flinEsinya.

Hagian Keempat
BIDANG ENERGI DAN SUMEBEER DAYA MINERAL
Pa=al 17

Bidang Encrgl dan Swober Dava Mineral mompunyvai bugas
membantu Kepala Dinags dalam melaksanalkan tugas Dinas
Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumber Dava Mineral
dibidang pertambangan umum, migas, energl, Ketenagalistrikan,
air tanah dan kegeologian,

Pazal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimans dimaksud dalam Pasal
17, Bidang Energi dan Sumber Daya Miners]l menyelenggaralean
fungsi:

a. pelaksanaan invenrarisasi dibidang pertambangan  wmam,
migas, energ, ketenagalistrikan, air 1anah dan kegeologian;

I, pelaksanaan  pengelolaan  dats dan informast  dibidang
pertambangsn umum, migas, cnergl, kelenagalistrikan, ar
tanah dan kepeologian,

c. pclaksansan pemanfaatan  dan konservasy  dibidang
pertambangsn umum, migas, energi, ketenagalistrikan, air
tanah dan kegeologian;

d. pelaksanaan  penelitian = dan penyelidikan  dibidang
pertsmbanyan umuam, migas, cnergl, ketenapgalistnikan, air
tariah dan kegeclogian;

e. pelaksanaan kKeordinasi kegiatan  dibidang perlambangan
umurn, fmigas, cnergl, kelenagalistrikan, sir lanah dan
kegeologian;

f. penvusunsn pedoman pengelolaan dibidang pertambangan
wmum, tugas, cnergl,  kelenagalistrikan, air tanah dan
kepealngian;

p. pelaksanaan pembinaan dan  penpgawasan  dibidang
pertambangan wmum, migas, cnergh, kelenagahstrikan, wir
lanah dan kegeologian,

h. pelaksanaon kegialan kelatausahaan;

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

i, pelaksanaan lugss kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Ninas sesual dengan tugas dan fungsinya.

Yoy
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Paragraf 1
Seksi Pertambangan Umum dan Air Tanah
Pasal 19

(1] Scksi Pertambangan Umum  dan Air Tanah scbhapaimana
dimalksud dalam Pasal 5 harul d angksa | rnempunyal Lugas
melaksanakan scbagman tugas Bidang Energl dan Sumber
Dava Mineral dibidang perlambangan umuam  dan air tanah.

(2] Dalam melaksanaxan tugas sebagaimang dimakesod  pada
avat 1, Sekst Pertambangan U dary Air Tanah
memputival fungsi :

a. penviapan pengendalian dan pengawasan terhadap
dampak inglkungan pertambangan mineral batu bara dan
air tanah;

b. penviapan pengawasan dan penertiban terhadap keglatan
Pertambangan Tanpa lzin (PETL);

¢, penviapan penelitian dan pengkajlan kelayakan tentang
pertarmbangan dan pemantaatan air tanah,;

d. pemberiae pemeosesan rekomendasy n cksplorast dan
izin operesi produkst mineral dan batubara;

. pemmberian pemrosesan rekomendasi zin pengelolaan dan
pemanfaatan air tanah,

oy |

penviapan penetapan wilavah konscervasi air tanah;
pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan  lerhadap

i

pelaksanaan teknik pertambangan scria keschalan dan
kesclamatan kerja pertambangan rmineral, bata bara dan
air tanah;

h. pemberian pelayanan konsultasi usaba pertambangan
umum dan zar banak;

i pelaksanaan ketatausshaan,

j. pelaporan hasil peolaksanaan lugasnyva kepada Kepala
Bidang Encrgl darn Sumber Daya Mineral; dan

k. peclaksanasn lugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Ridang Enerpl dan Sumber Daya Mineral sesuai

dengan lugss dan angsinya.

Paragraf 2
Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Mipas dan Geologi
Pasal 20
(1) Seksi Energi, Ketenagalisirikan, Migas dan Geolog

sehagaimana dimsksud dalam Pasal 5 hurof d angka 2
mempunyal tugas melaksanakan  sebagian tugas Bidang
Energl dan Swmber laya Mineral di bidang  energi,
ketenagalistrikan, kegeologian dan panas bumi.

V
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(2] Tralam melaksanakan sebagaimana dimaksad pada avat (1),

Seksi  Energl,  Ketenagalistrikan,  Migas  dan Geolog

mempunya: hings: !

4,

.

111.

penviapan dan penvusunsan bahan rancangan peraturan
dibidang cnergl, ketenagalistnkan, migas dan geologi;
pelaksanaan mventansasi, survel dan penelitian potensi
energl, xetenagalisirikan, migas dan geologl

penviapan bshean, data dan informasi serta pengelolaan
data cnorel, kelenagalistrikan, migas dan gcolog;
penviapan bahan pelaksanaan pengembangan teknolog
pemanfaatan energl, kelenagalistrikan, migas dan geolog;
penviapsan bahan pelaksanaan diversikast dan
konservast encrgl, kelenagalistrikan, migas dan geolom;
pemprosesan bahan rekomendas pemberian iin dibidang
energ, kehsirikan dan panas bumi uantuk kepenungan
ummum dan kepentingan sendir;

pelaksanaan  peningkatan dan  pengembangan  energl,
kelistrikan, migas dan panas bumi |

penyiapar bahar informasi data dan melaksanakan
peningkatan  penyediaan energl liswik pedesaan dan
energi baru lerbarakan,

premyusunan data dan informasi vulkanclogl dan mitigast
bencana kegeologian di wilayvah Kabupaten;

pelaksanaan outigasi,  pemctaan  dan  pomantausn
kawasan rawan bencana gsunung apl dan linghungan
kegecloglan;

penyiapan bohan penctapan zonast pemanfalan kawasan
lindung keeeologian;

PCIyiZpan bakan penelitian, penyelidikan darn
pengembangan rekayvasa leknologl, rancang bangun dan
permodelan  dibidang energl, kelbstnkan, panas buami,
migas dan kegeologian;

pc‘laksanﬁ:in sosighisas ditidang energi, kelistrilan, panas
buomni, migas dan kegeologian,

pelaksanaan birribingan teknis dibidang CIICTEL
kelisirikan, panas bumi dan kegeologian,

penyiapan bahan dan melakokan monitormg, pembinaan
serla  penpawsasan dibidang energl, kelistrikan, panas
bami, migas dan kegeologion;

pelaksanaan  pembinasn  dan pengawasan terhadap
jaminan  keseclamatan dan  keschatan kera dilndang
energi, kelistrikan, panas bumi, migas dan kepeologiarn;
pelaksanaan ketatausahaan;

pelaporan  hasil pelaksanaan tugasnva kepada Kepala
Bidang FEnergl dan Sumber Dava Mineral; dan
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s, pelaksanaan lupas kedinasan lain vang diberikan oleh
Kepala Didang FToerg dan Sumber Dava Mineral sesuai
dengan tueas dan flungsinva.

Bagian Kelima
BIDANG PERDAGANGAN
Pasal 21

Bidang Perdapangan mempunya: magas membantu Kepala Dinas
dalarm melaksanakan tagas Dinas Perindustrian, Perdagangan
Dan Energi Sumber Daya Mincral dibidang perdagangan dan
pengclolaan pasar

Pasal 22

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksad dalam Pasal

21, Bidang Perdaganpan menyelenggaralean hangsi

A, penyusunan dan penviapan program kerja dibidang
perdapangan;

o

ponyusunan pedoman/ petuwrcuk lekms pembinaan kegiatan

usana perdagongan;

¢, peramusan dan pelaksanosn kebijaksanazan operasional,
pemberian bimbingan, dan pembinaan  kegiatan  usaha
prrdapangan;

d. penviapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan
pembinaan  pengembangan usaha  ekspor  dan mpor,
pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta keglatan
promost, perlindungan konsumen dan kemetrologian;

¢, penvajian dattar profil perusahann;

[, pemantavan pengadasn don penvaluran barang dan jasa;

g, penpkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan
instansiflembags lerkail;

h., pengawsasan  dan pengevaluasian kegiatan  di bidang
perdagangarn;

i, pelaksanaan kegistan xetatausahaan;

i, pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lam yvang dibenkan oleh Kepala

Dinas sesual densan tumas dan [lungsinyva,

Paragraf 1
Seksi Bina Usaha Perdagangan
Pasal 23

{1) Scksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 hurul ¢ angka 1, mempunyval tugas melaksanalkan
schapian lugas Bidang Perdagangan dibidang Bina Usaha
Purdagangan dan pengelolaall posar,

!
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(2] Dalam melaksanaloan tugas schapaimans  dimaksud  pada
avat (1), Selsi Bing Usaha Perdapangan menyelenggarakan
Marigsi
a. penyvusunan bshan bimbingan teknis kegiatan usaha

perdagangary;

b. pembinoan dan pemberdayaan pasar tradisional, pasar
modern dan toko moder;

. melakukan penalsiran harpas barang bekas paksl untuk
keperluan lelang;

i, penyediaan  laysnan  informasi dibidang usaha
perdagangan  dan  melaksanakan  pemutakhiran  data
pedagang inlormal dan formal;

e, pengawsasan  usaha  perdagangan,  larangan  prakiek
monopoli dan persaingan tidak schat;

[, pembinaan dan penataan pedagang uasaha kecil dan
informal;

g, pembinaan dan bimbingan tcknis dan pengembangan
ehspor imnpor dasran;

h, penyuluben dan fasilitasi pengembangan usaha kecil

muikro;

L. peningkatan kerjpsama dengan dunia usaha dibidang
ckspor dan impaor;

j.  penvelengparaan bimbingan kemitraan bagl pengusahs
kecil dan menengzh dalam pengembangan usaha
paerdagangat:;

k. penviapan dan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA)
dan  rekomendast permohonan Angka Pengenal [mpor
[API);

. pengaiaran, pembinasn,  pengawasan, pengelolaan,
pembangunan dan pemelitharaan pasar ;

m. pelaksanaan kelatausahaan,

n, pelaporan  peliksanaan tugas kepada Kepala Bidang
Perdagangan; dan

G, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan
tungsinys,

Paragraf 2
Seksi Promosi Dan Distribusi
Fazal 24

(1} Scksi Promosi dan Distribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5
hurul e angka 2, mempunyal tugas melaksanakan sebagian
tlugas Ridang Perdagangan dibidang promosi dan distribuas,

(2] Dalam melaksanakan lugas sehagaimana dimaksud pada
aval (1), Scksi Promosi dan Distribusi menvelenggarakan

\ S
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. pelaksanaan bimbingan teknis  kegialan promesi dan
distribus: usabia perdagangan |

b, pombenian rekomendasi bagl calon distcibutor/
penyaluran barang barang sirategis;

. pelaksanaan [asilitas: distribust pemasaran dan promesi
xomoditas barang dan jasa;

. penvusunan profil perusahaan sebagal lavanan informasi
dunia usaha;

o, ponngkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang
pengadaan dan penyaluran;

[, pengawasan dan monitoring stok dan harga barang/jasa

g. pelaksanaan fasilitast pelavanan penvediaan barang dan
JHSH;

h, pelaksanssn fasilitas) penvimpanan  komoditi . hasil
PUTTATIAT;

. pembinaan pengembangan resi gudang;

1- pelaksanasan ketatausahaan;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
Perdagangan; dan

. pelaksanaan tugas kedinasan lam vang diberikan oleh
Kepals Budang Perdagangan sesual dengan tugas dan

Pargsimy,
Paragraf 3
Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian
Pasal 25
Selsl Periindungan Kaorsuarmen ilmn Kemetrologsan

scbagaimana dimaksud dalam pasal 3 hurul e angka 2,

mermpinyal  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  Bidang

Perdagangan  dibidang  perhindungan konsumen  dan

semelrologian,

Dalam melaksanakan lugss sebageimana dimaksud pada

ayat [1}, Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemelrologian

menyelenggaraloan lungsi |

a.  penyusunan sahan bimbingarn teknis kogidalan
periindungan kensumen dan kemetrologian;

b. penerbitan  Tanda Daftar Lembapga  Perlindungan
Konsumen Swadayva Masyaralat [TDLPKSMY;

e, prlaksanaan momtionng pengawasan scorta penyidikan
[PCILELELTAATL alat-alat Lkuar, tmbangan dan
perlengkapannva;

d. pelaksanaan kegiotan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar
Timbang dun Porlengkapannva (UTT1Y ;

. pembinadan perbindungan konsumen, kemetrologian, wioar
ulang dan Barane Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
pengaturan operasional kemetologian;

v



s 22

L]
- I, peningkatan kerjasama dengan Lembaga  Perlindungan
Konsumen Swadava Masyarakat (LPKI'SMY;
. pelalksanzsan mediasi terhadap senghketa konsumen;
h. pengawasan dan menitoring barang perdagangan yang
beredar di masvaralkar;
1. pelaksanaan ketatausahaan;
|- pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
Perdagangan; dan
b pelaksanaan ugas kedinasan lain vang dibenblan oleh
Kepala Bidang Perdagangan scsual dengan tugas dan
fungsinya.
BAB V
EKEETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
o~ Dengan berlakunya Peraturan Bupals i, maka Peraluran Buparn

Situbondo Nomor 35 Tehun 2000 tentang Uraian Tupas dan
Fungsi Dinas lerndustrian dan Perdagangan Kabupalen
Situbondo, dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupali int mulai berlaku pada tangeal diandangkan.
Apar sctiap orang  dapas mengelabumya,  memerintahkan
pengundasngan Peraturan Bupald inn dengan penempatannya
dalam Benta Dacrah Kabupalen Situbondo.
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